ABSTRAK

Skripsi dengan judul “TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI DI
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (Studi Kasus Penetapan Nomor
3082/Pdt.G/2020/PA.TA).” ini ditulis oleh Nurul Mushofa, NIM 12102183072, Pembimbing;:
Dr. Hj. Nur Fadhilah, M.H.

Kata Kunci: isbat nikah poligami, maqashid syariah, pertimbangan hakim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Pengadilan Agama Tulungagung
Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA yang menolak permohonan isbat nikah atas pernikahan siri
tahun 1984 oleh seorang perempuan sebagai istri kedua, meskipun dari pernikahan tersebut
telah lahir sepuluh orang anak. Permohonan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan hukum
positif, khususnya terkait legalitas poligami.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam
menolak isbat nikah poligami pada putusan nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA. 2) Menganalisis
tinjauan maqashid syariah Ibnu Asyur terhadap pertimbangan hakim dalam penolakan
permohonan isbat nikah poligami pada penetapan nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif
analitis. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data dianalisis menggunakan
analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam penolakan
permohonan isbat nikah poligami Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA, terdiri dari pertimbangan
yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, pernikahan sirri Pemohon tidak memenuhi
syarat formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam karena dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak dicatatkan di KUA, sehingga tidak sah
secara hukum negara. Dari sisi sosiologis, praktik poligami yang tidak tercatat menyebabkan
ketidakpastian hukum dan kerentanan sosial, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang
statusnya tidak diakui secara hukum, sehingga berdampak pada hak-hak sipil mereka.
Sedangkan dari aspek filosofis, hakim menolak permohonan demi menjaga nilai-nilai keadilan,
legalitas, dan ketertiban hukum serta mencegah penyalahgunaan proses hukum hanya untuk
kepentingan administratif semata, menegaskan bahwa institusi pernikahan tidak sekadar urusan
pribadi tetapi menyangkut tanggung jawab sosial dan etika dalam masyarakat. 2) Dalam
perspektif Maqasid Syariah menurut Ibnu Asyur, pertimbangan yuridis penolakan berdasarkan
aturan formal seperti tidak adanya izin poligami dan pencatatan nikah memang sah secara
hukum, namun secara maqasid justru dapat menimbulkan mafsadah (kerugian) besar bagi istri
dan anak-anak, karena mereka kehilangan perlindungan hukum dan hak-haknya. Secara
sosiologis, poligami yang tidak sah secara hukum dapat menimbulkan ketimpangan sosial,
stigma, dan kerentanan terhadap perempuan dan anak, yang bertentangan dengan tujuan
menjaga nasab (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-‘irdh), dan harta (hifz al-mal). Secara
filosofis, dari sudut pandang maqasid, seharusnya isbat nikah dapat dijadikan instrumen
perlindungan dan legalisasi terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta sebagai wujud nyata
dari maqasid dalam konteks hukum keluarga yang adil dan kontekstual.



ABSTRACT

This thesis, entitled “A Magqasid al-Shariah Perspective on the Judge’s Consideration in the
Rejection of a Polygamous Marriage Legalization (Isbat Nikah) Petition at the Religious Court
of Tulungagung (Case Study of Decision Number 3082/Pdt.G/2020/PA.TA),” was written by
Nurul Mushofa, NIM 12102183072, supervised by Dr. Hj. Nur Fadhilah, M.H.
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This study was motivated by a decision of the Religious Court of Tulungagung Number
3082/Pdt.G/2020/PA.TA, which rejected a petition to legalize an unregistered marriage from
1984 involving a woman as a second wife, despite the fact that ten children were born from the
marriage. The petition was rejected for not meeting the requirements of positive law,
particularly regarding the legality of polygamy.

The objectives of this study are: 1) To describe the judge’s considerations in rejecting
the legalization of a polygamous marriage in decision number 3082/Pdt.G/2020/PA.TA; and 2)
To analyze these considerations based on the Maqasid al-Shariah perspective of Ibn Ashur.

This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach.
Data were collected using documentation techniques and analyzed qualitatively.

The results show that the judge's considerations include juridical, sociological, and
philosophical aspects. Juridically, the unregistered marriage did not meet the formal
requirements of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law because it was
conducted without court permission and not registered with the KUA, making it legally invalid.
Sociologically, unregistered polygamy causes legal uncertainty and social vulnerability,
especially for women and children whose legal status is not recognized, thus affecting their
civil rights. Philosophically, the judge rejected the petition to uphold the values of justice,
legality, and legal order, and to prevent misuse of legal processes for mere administrative
purposes, affirming that marriage is not only a private matter but also a social and ethical
responsibility. From the Maqasid al-Shariah perspective of Ibn Ashur, juridical rejection based
on formal rules is legally valid, but from a maqasid standpoint, it can lead to significant harm
(mafsadah) for the wife and children, as they lose legal protection and their rights.
Sociologically, illegal polygamy can cause social inequality, stigma, and vulnerability,
contradicting the objectives of protecting lineage (hifz al-nasl), honor (hifz al-‘irdh), and
property (hifz al-mal). Philosophically, isbat nikah should be an instrument for protection and
legalization of the rights of women and children, embodying the spirit of maqasid in a just and
contextual family law framework.
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